
BUPATI KATTNGAN

PROVINSI KALIIVIANTAI{ TENGAH

PERATURAN BUPAfi I(ATINGAN
NOMOR 28 TAHUN 2OL6

TENTANG

TUGAS POKOK FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

DINAS PERTAI\{BAI{GAN DAI{ ENERGI IGBUPATEN KATINGAI{

DENGAI{ RAF{M/ff TUHAN YAI{G MAHA BSA

BUPATI KATINGAN,

Menimbang i a.

Mengingat : 1.

b.

batrwa pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Daerah Kabupaten

x"u,,g,"NomorTTahr.rrr2al1tentarrgPerubahan_KeduaAtas
p"ot;o, Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2OO8

l""t"rrg Orgarrisasi dan-Tata Keda Dinas Daerah I(abupaten

L;drg;, is"t l"uih berdayaguna dan berhasil guna' perlu

diteta;kan peraturan nupa:ti Iqtingan tentang n 
-gt" 

Pokok,

*d;t ar" Uoi"" Tugas Dinas Pertambangan dan Eneryi

Kabupaten Katingan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

ai*"f."ra pada hunrf ; diatas, perlu menetapkan

PeraturanBupatiKatingantentangT\rgasPokok'Fungsi
danUraian-Trrgasoi',""eertambangarrdanEnergi
Kabupaten l(atingan;

Undang-UndangNomor8Tahunlg74tentangPokok-
Pokok Xepega:waian (Lembaran Negara Republik

Indonesia T-ahun lg74 Nomor 55, Tambahan Iembaran

iiiA;" iepubtik Indonesia Nomor 304 U sebagaimana

i"fln diutah dengan Undang-Undang . Nomor 43

Tahun tggg tentan[ Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1.l.74 tentang Pokok-Pokok Kepegawaill

i**U"t"" Negara Republik Indonesia Tahun 1999

iliorrro, L6g, iambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 389O);

Und,ang-Und.ang Nomor 5 Tahun 2OO2 tentang

PembentukanKabupatenKatingan,KabupatenSeruyan'
kJrrp"t"n Sukamara, Kabupaten Lamandau' Kabupaten

Cunung Mas, Kabupaten Fulang Pisau' Kabupaten

Murung Raya dan xabupaten Barito Timur di Provinsi

Kalimaitan Tengah ikmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun zooz Nomor 18, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor a 180);

3. Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2OOg tentang

Keuan[an Neg#a (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun- 2aa3 
-No*ot 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a2861;
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang

Perbendah "ri"i 
Negara (Lembaran Negara Republik

Ind.onesia Tahun Zabq Nomor 5, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerali (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2AO4 Nomor L26, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor aa38l;

6. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2011 tentang

Pemb"itrkr'r, Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran N"gr-ru. Repub-lik Indonesia Tahun 20tt
Nomor 82, T"ambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5%a\

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur

Sipil Negara fl,"*b'"t*t' -Negara 
Republik Indonesia

Tahun 2A14 No*ot 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5a9al;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

IndonesiaTahun2ot4Nomor244,TambahanLembaran
Negara nepubtit< Indonesia Nomor 5587)' sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomol I
Tahun2olstentangPerubahanKeduaatasUndang-
Undang Nomor Zg iahun 2OL4 tentang Pemerintahan

Daerah 1t "*f^ta" 
Negara Republik Indonesia

Tahun2olsNomor53,TambahanLembaranNegara
Republik Indonesia Nomor 5679);

g.PeraturanPemerintahNomort6TahunL994tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara n"pr6fit Indonesia Tahun L994 Nomor 22'

TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesia
Nomor L5a7l;

10. peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil 11* Jabatan

Struktural pemdu"tu'tt NJgara Republik Indonesia

Tahun2000Nomortg7,TartbahanLembaranNegara
RepublikIndonesiaNomor40ls)sebagaimanatell!
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13

Tahun2oo2tentangPerubahanAtasPeraturan
Pemerintah Nomor 1OO tentang Pengangkatan Pegawai

NegeriSipildalamJabatanStruktural(LembaranNegara
Ref,ublik- Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a$il;

].l.PeraturanPemerintahNomor53Tahun2005tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

nepirUtit< Indonesia tuttutt 2OO5 Nomor 1"40' Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578\;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

PedomanPembinaandanPengawasanPenyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a593);



].3.PeraturanPemerintahNomorSBTahunzao7tentang
Pembagian U*""tt Pemerintahan antata Pemerintah'

PemerintahanDaerahProvinsi,danPemerintahan
Daerah rc"Urp"tttV fota (Lembaran Negara Republik

Indonesia fahun 2OO7 Nomor 82' Tambahan Lembaran

Negara Republik Ind'onesia Nomor a737\;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OAT tentang

organisa"i P;;;;tai Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahuri2oo7 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor aTa\;

15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2}l|i;;i;"g pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan i;;#'"" Negara Republik Indonesia

Tahun zA]"4 Nomor l99l;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3
Tahun 2OOg i."t""g pembagian urusan Pemerintah yang

menjadi Kewenangln pemJrintah Kabupaten Katingan

(Lembaran Daeraf, Kabupaten Katingan Tahun 2008

Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Kabupaten 5"]i"S1" Nomor 7

Tahun2015tentangPeru.bahanKeduaAtasPeraturan
Daerah K"b"p;n "Katingan No1_n"T S*Tahun 2008

tentang org"i.i"""i dan Tata Keda Dinas Daerah

Kabupaterr 
--X"ii.tg,.t 

(Lembaran Daerah Kabupaten

KatinganTahunZbtsNomor53'TambahanLembaran
Daeralh Kabupaten Katingan Nomor 24);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri NgTor 56 Tahun ZALO

tentang perubahan Atas peraluran Menteri Dalam Negeri

Nomor5TTahun2oo7tentangPetunjukTeknisPenataan
Organisasi Perangkat Daerah;

1"9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2O15

tentang pembentukan prodrik Hukum Daerah {Berita

NegaraRepubliklnd'onesiaTahun2OtSNomor20S6\;

MEMUTUSKAN :

MenetaPkan PERATURAN BUPATI
FUNGSI DAN URAIAN
ENERGI KABUPATEN

KATINGAN TENTANG TUGAS POKOK,

TUGAS DINAS PERTAMBANGAN DAN

KATINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Datam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urllsan

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD

menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan

prinsipotonomiseluas-luasnyadalamsistemdanprinsip
Negara x.""irr"" Repubtt Indonesia sebagaimana

d.imaksud^dalamUndang-undangDasarNegaraRepublik
Indonesia Tahun L945;



2. PemerintahDaerah adalah Bupati dan Perangkat Daetah

sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah;

3. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga paga

Pemerintaha-rr Daerah, terdiri atas sekretariat Daerah,

SekretariatOpnn,DinasDaerahdanLembagaTeknis
Daerah;

4. Bupati adalah BuPati Katingan;

S.sekretarisDaerahadalahSekretarisDaerahKabupaten
Katingan;

6.DinasadalahDinasPertambangandanEnergiKabupaten
Katingan;

T.KepalaDinasad.alahKepalaDinasPertambangandan
Energi KabuPaten Katingan;

S.KelompokJabatanFungsionaladalahsejumlahtenaga
dalam jenjang fungsioiat yang terdiri dari berbagai

kelompok sesuai dengan keahliannya;

g. Topuksi adalah T\rgas Pokok dan Fungsi Dinas

Peitambangall dan Energi Kabupaten Katingan;

1O. Peraturan Bupati selanjutnya disebut Perbup adalah

Peraturan BuPati Katingan'

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

SusunanOrganisasiDinasPertambangandanEnergi'terdiri
dari:
a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan :

1) Sub Bagian Umum dan KePegawaian;

2) Sub Bagian Keuangan;

3) Sub Bagian Pen5rusunan Program dan Pelaporan;

c. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral'

membawahkan:

1) Seksi Geologi dan Tata Lingkungan;

2) Seksi Sumber DaYa Mineral;

d. Bidang Bina Usaha/Pertambangan Umum' Migas' Listrik
dan Energi, membawahkan :

1) Seksi Bina Usaha Pertzinan Pertambangan Umum dan

Migas;

2) Seksi Bina Usaha Listrik dan Energi;

e. Bidang Pembinaan dan Pengawasan' membawahkan :

1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pertambangall

Umum Mineral, Migas, Listrik dan Energi;

2)SeksiPembinaandanPengawasandanPengelolaan
Lingkungan dan K3;

f. KelomPok Jabatan Fungsional;



Pasal 3

(1) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Katingan, 
dipimpin oleh seorang Kepala 

- 
Dinas dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.

(2) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Katingan

mempunyar tugas pokok melaksanakan urusan
pemerintlhan Dierah 

- di Bidang Pertambangan dan

Energi berdasarkan asas Desentralisasi / Otonomi Daerah'

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (1), Dinas Pertambangan dan Energi

kabupatln Kaiingan menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pertambangan

dan Energi;

b. Pengoordinasian pen)rusunan dan pelaksanaan

program bidang Pertambangan dan Energi;

c. Pengawasan dan Pembinaan pelaksanaan program

bidang Pertambangan dan Energi;

d. Pengevaluasian pelaksanaan tugas

Pertambangan dan Energi; dan

e. Penyelenggaraall urusan administrasi perkantoran'
tcepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan

dan keuangan Dinas Pertambangan dan Energi'

BAB III
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

KABUPATEN KATINGAN

Dinas

Bagian Kedua
KEPALA DINAS

Pasal 4

(1) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi bertugas, ' *.l"ksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan

asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang

pertambangan dan energi, serta bertanggung jawab atas

terlaksan atlya tugas pokok dan fungsi Dinas

Pertambangan dan Energi'

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud.-,d.u'l"*ayat(1),KepalaDinasPertambangandanEnergi,

menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan Dinas;

b. Pen5rusunan rencana stratejik Dinas;

c. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang energi

dan sumber daYa mineral;

d. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian'

pengawasan program dan kegiatan Dinas;



e. Penyelen flgaraar- evaluasi program dan kegatan
Dinas.

(3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (21, Kepa1a Dinas Pertambangan dan Energi

memiliki uraian tugas :

a. Merumuskan kebijakan teknis dan operasional di

bidang Pertambangan dan energi;

b. Merumuskan program d'an kegiatan di
pertambangan dan energi;

c. Melaksanakan pembinaan teknis di bidang

dan sumber daya mineral, pertambangan
Pembinaan dan Pengawasan, migas'

bidang

geologi
um1rm,

dan

ketenagalistrikan;
d. Merekomendasikan pemberian perijinan dan

pelayanan umum di bidang pertambangan umum'
lrig**, air di bawah tanah dan ketenagalistrikan;

e. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan di

bidang geologi J.tt sumber daya mineral'

pertaiUangan umum, pembinaan dan pengawasan'

migas dan ketenagalistrikan;

f. Melaksanakan pemberd ayaarl usaha dan produksi
pertambangrt ri*rm, migas dan ketenagalistrikan;

g. Melaksanakan, pembinaan dan mengawasia 
pengelolaan administrasi umum meliputi
ketatalaksanaan, keuangan, k"pegawaian,
perlengkaPan, dan Peralatan;

h. Melaksanakan koordinasi dan kedasama dengan

pifrrf. terkait menyangkut Pertambangan dan energi;

i. Melaporkan dan mempertangqung jawabkan

pelaksanaan program dan kegiatan Dinas

Pertambangan dan lnergi dan sumber daya mineral

kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah;

j. Memberikan penilaian Sasaran Kerja Pegawai Negeri

Sipil (SKP) kePada bawahan;

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Bupati.

(1)

Bagian Ketiga
SEKRETARIS

Pasal 5

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas

a"f* menyellnggarakan pelayanan - administrasi;
merencanakan, memantau, mellgendalikan dan

*"rrg"rr*luasi aset, progtaml kegiatan dan

p"rgl*Uangan di bidang Fertambangan Umum' Migas'

Listrik dan Energi serta pembinaan organisasi'

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

J"i"* ayat (1), Sekretaris Dinas Pertambangan dan

Energi mLnYelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan kebijakan teknis administrasi

keplgawaian, administrasi keuangan, perencanaan

p"iu"pot* dan urusan rumah tangga;

b. Penyelenggaraan kebijakan administrasi umum;
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(3)

c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian'

pengawasan program dan kegiatan Sub bagian;

d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub

bagian.

Untukmelaksanakanfungsisebagaimanadimaksud
dalamayat{2|,Sekretari*Di''""PertambangandanEnergr
memiliki uraian tugas :

a. Merencanakan operasional kerja Sekretariat Dinas

berdasarkan ,"ri-"",,* dan sasaran yang telah

ditetaPkan sebagai Pedoman kerja;

b. Mengkoordinasi segala kegiatan antara bidang dalam

lingkuP dinas;

c. Mengatur dan membina kerjasama dalam pengurusan

administrasi dinas;

d. Memberi petunjuk analisis dan pengembangan

kinerja dinas;

e. Mengkoordinasikan/menyelenggarakan - 
perencanaan'

pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan

kegiatan dinas;

f.Memberipetunjukpembinaanorgarlisasi'pendidikan
dan latihan dalam rangka pengembarlgan sumber

daya aParatur dinas;

g. Mengatur urusan tata usaha, keuangan' aset'

perencanaan dan pengendalian serta pembinaan

kepegawaian dinas;

h. Mengatur tata naskah dinas dan rumah tangga dinas;

i. Melaksanakan inventarisasi semua barang bergerak

dan tidak bergerak milik dinas;

j. Memberi petunjuk pemeliharaan keamanan dan

ketertiban Pada lingkungan dinas;

k. Membina PerPustakaan dinas;

1. Membina d'an mengarahkan pelaksanaan tugas

Sub Bagian Umum d"tt Kepegawaian' i'b Bagian

KeuangandanSubBagianPen5rusunallProgramdan
PelaPoran;

m. Menyelia pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan

Kepegawri.rr, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian

PenYusunan Program dan PelaPoran;

n. Mengembangkan pelaksanaan tugas Sub Bagian

Umum dan ?epegawaian, Sub Bagian Keuangan dan

Sub Bagian eenyusunan Program dan Pelaporan;

o. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub--Bagian Umum
dan Kepega#aian, Sub Bagian Keuangan dan

Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;

p. Memberikan pertimbangan teknis kepada Kepala
' Dirru.* berhubungan denfan kegiatan Lingkup Dinas;

q. Memberikan penilaian prestasi kerja bawahan;

r.MelaporkanhasilpelaksanaantugasSekretariat
Dinas kePada KePala Dinas; dan

s.MelaksanakantugaslainyangdiberikanolehKepala
Dinas.



Pasal 6

Sekretaris membawahkan :

(1) Sub Bagian

(2\ Sub Bagian

(3) Sub Bagian

Umum dan KePegawalan

Keuangan

Penyusunan Program dan PelaPoran

Paragraf 1'

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 7

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai

membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan

ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta

pengelolaan administrasi kepegawaian dinas;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
' ' ayat (1), f<"p"i* Sub Blgian Umum dan Kepegawaian

menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian

Umum dan KePegawaian;

b. Pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian

Umum dan KePegawaian;

c. Pembinaan, Peflgkoordinasian' pengendalian'

pengawasan program dan kegiatan lingkup
-Sub 

nagian Umum dan Kepegawaian; dan

d.Pelaksanaanevaluasiprogramdankegiatandalam
lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian'

(3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2|, Kepala Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian memiliki uraian tugas :

a. Merencanakan kegiatan dan program kerja Sub

Bagian Umum a*t' Kepegawaian berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku sebagai Pedoman kerja;

b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perund-"g-
undangar, k.Ui3"kan tit<nis, pedoman serta bahan-

bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas

Sub Bagian Umum dan KePegawaian;

c. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi'

mengiventarisasipermasalahansertamelaksanakan
p"*J""frr-r, p.,*d"alahan yang. berhubungan dengan

tugas-tugas urusan umum dan kepegawaian;

d. Memberikan pelayanan naskah dinas' kearsipan'

perpu stJ;an,^ korirunikasi, pen getikan / penggandaan

pendistriUusian, penerimaan tamu' kehumasan dan

Protokoler;
e. Melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan

ruang kerja, ruang tapatlpertemuan' komunikasi'

dan sarana/Prasarana kantor;



f. Melaksan akan pengurusan perjalanan dinas'

kendaraan dinas, 
-keamanan kantor serta pelayanan

kerumahtanggaan Yang lainnYa;

Memfasilitasi usulan pengadaan, pengangkatan,

*,rtr*i, kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian'

t 
"tt"it 

*t gE berkala, pemberian penghargaan'

pemberian 
-slnksi/hukuman dan pemberhentianl

pensiun, serta p"ttd:iaitan dan pelatihan pegawai;

Menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk. teknis

tceUutuiran dan pengadaan perlengkapan/sarana
kerja serta inventarisasi, pendistribusian,
periyimpatlan, perawatan dan penghapusannya;

Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf

Sub Bagian Umum dan KePegawaian;

Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf Sub Bagian

Umum dan KePegawaian;

Memberikan saran-saran dan pertimbangan.kepada
Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan
yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;

Memberikan penilaian Sasaran Keda Pegawai Negeri

Sipil (SKP) kePada bawahan;

Melaporkan hasil pelaksanaan- tugas staf- Sub Bagian

Umum d"an Kepegawaian kepada Sekretaris; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

Sekretaris.

Paragraf 2
SUB BAGIAN KEUANGAN

Pasal I

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas

me^mbantu Sekreiaris dalam meiaksanakan kegiatan

;;;t;"" berbasis kinerja dan pertanggungiawaban

administrasi keuangan;

untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kepala Sub bagian Keuangan'

menyelenggarakan fungsi :

a. Pen5rusunan program dan kegiatan Sub Bagian

Keuangan;

b. Pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian

Keuangan;

c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian'
pengawasan ptogt"; dan kegiatan lingkup Sub

Bagian Keuangan; dan

d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam

lingkuP Sub Bagian Keuangan'

ob'

h.

1.

j.

k.

1.

m.

(1)

l2l



(3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (21, Kepala Sub Bagian Keuangan memiliki
uraian tugas :

a. Merencanakan kegiatan dan program kerja Sub

Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang-Undanganyangberlakusebagaipedoman
kerja;

b. Menyusun Rencana Kerja
perubahan RKA serta
Pelaksanaan Anggaran (DPA) ;

Anggaran (RKA) dan
Rancangan Dokumen

c. Menghimpundan mempelajari peraturan Perundang-

Undingan, kebijakan teknis, pedoman- serta bahan-
bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas
Sub Bagian Keuangan;

d.Mengumpulkan,mengolahdatadaninformasi,
m"rr[i.r"tttarisasi permasalahan serta melaksanakan
pem;cahan permasalahan yang berhubungan dengan

iugas-tugas yang berkaitan dengan keuangan;

e. Melaksanakan analisis keuangan, perbendaharaan'
verifikasi, akuntansi, monev anggaran, dan pelaporan
keuangan serta aset dinas;

f. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan,
mengevaluasi dan melaporkan kegiatan sub bagian

keuangan;

g. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja
sub bagian keuangan;

h. Melaksanakan administrasi keuangan;

i. Melaksanakan pembinaan terhadap bendahara
penerima dan bendahara pengeluaran;

j. Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf
Sub Bagian Keuangan;

k. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada
Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan
yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;

1. Mengevaluasi pelaksaan tugas staf sub Bagian
Keuangan;

m. Memberikan penilaian sasaran Kerja Pegawai Negeri

Sipil (SKP) kePada bawaha;

n. Melaporkan hasil pelaksanan tugas staf Sub Bagran

Keuangan kePada Sekretaris; dan

o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

sekretaris.

Paragraf 3
SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

DAN PELAPORAN

Pasal 9

(1) Kepala Sub Bagran Penlrusunan Program dan Pelaporan

membantu sekretaris dalam melaksanakan perencanaan,

pengendalian data, pembinaan dan evaluasi program/

kegiatan dinas;



(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan

Plhporan menyelenggarakan fungsi :

a. Pen5nrsunan program dan kegiatan Sub Bagian

Penlrusunan Program dan Pelaporan;

b.PelaksanaarrprogramdankegiatanSubBagian
Pen5rusunan Program dan PelaPoran;

c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian'

pengawasan program dan kegiatan lingkup
'suu"nagian penlrusunan program dan Pelaporan; dan

d. Pelaksanaan evaluasi
lingkup Sub Bagian
Pelaporan.

program dan kegiatan da19"m- 
Penyusunan Program dan

(3)Untukmelaksanakanfungsisebagaimanadimaksud, 
dalam ayat (21, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program

dan Pelaporan memiliki uraian tugas :

a. Merencanakan kegiatan dan program kerja

sub Bagian Perencanaan berdasarkan ketentuan
peratura-i perundang-undangan yang berlaku sebagai

pedoman kerja;

b.MenghimpundanmempelajariperaturanPerundang-
Undangan, kebijakan leknis, pedoman- serta bahan-

bahan 
- lainnya yang berhubungan dengan tugas

Sub Bagian Perencanaan;

c.Menghimpundanmensnapkanbahan.bahansecara
menleturrrrr untuk penyusunan rencana kegiatan

dinas;

d. Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dengan baqian

dan bidang lainnya untuk menyiapkan bahan

pen)rusunan rencana stratej ik dinas;

e. Menyiapkan penJrusunan rencana kerja tahunan
secara Periodik;

f. Menyiapkan pen;rusunan Dokumen Pengguna

Anggaran (DPA) Dinas;

g. Menyiapkan bahan penyusunan .X:1-3na Strategis

lnnNStnel dan Rencana Kerja BEryJA)' Indikator
i<inerja Utama, Rencana Kerja Tahunan dan

Penetapan Kinerja sesuai kebutuhan organisasi
berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang

berlaku;

h. Mengusulkan prograln dan kegiatan ke dalam

Rencana Kerja- Perangkat Daerah (RKPD) serta

Prioritas dan plafon Anggran Sementara (PPAS);

i. Menyiapkan dan men)rusLrn bahan pengendalian

kegiatan dinas;

j. Melaksanakan monitoring terhadap. pelaks*t'1tl
program/kegiatan d'inas serta menyiapkan tindak
lanjut hasil monitoring;

k. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan

,"p"t k^oordinasi tingkat Kabupaten d1n Propinsi yang

berhubungan dengan tugas Sub Bagian Pen5rusunan

Program dan PelaPoran;



1.

o.

p.

q-

m.

n.

Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan
program/kegiatan dinas dan men1rusun Laporan

enintaUititas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP),

Laporan Keterangan Pertanggung Jawabal (LKPJ),

l-aporan Penyelenggaraarl. Pemerintah Daerah (LPPD)

dan laporan lainnya yang berhubungan dengan

program dinas;

Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf
Sub Bagian Perencanaan;

Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada
sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan
yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;

Mengevaluasi pelaksaan tugas staf Sub Bagian

Perencanaan;

Memberikan penilaian prestasi kerja bawahan;

Melaporkan hasil pelaksanan tugas staf sub Bagian

Penyusunan Program dan Pelaporan kepada

Sekretaris; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

sekretaris.

Bagian KeemPat
BIDANG GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

r.

(1)

(2)

Pasal 10

Kepala Bidang Geologi dan sumber Daya Mineral
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
mehtsanakan kegiatan di bidang geologi dan sumber

daya mineral.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kepala Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral
menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis bidanggeologi dan

sumber daYa mineral;

b. penyelenggaraan program dan kegiatan bidang geologi

dan sumber daYa mineral;

c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian,
pengawa""r, ptogtam dan kegiatan keg11-a seksi dan
pe3aLat t o, it ttural dalam lingkup bidang geologi

dan sumber daYa mineral;

d. Penyelenggaraan evaluasi program {ry kegiatan
tcepala *"k"i dan pejabat non stuktural dalam lingkup
bidang geologi dan sumber daya mineral'

untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud
dalam ayat {21, Kepala Bidang Geologi dan sumber Daya

Mineral memiliki uraian tugas :

a. Merencanakan kegiatan geologi dan sumber daya

mineral;

b. Mengarahkan pelaksanaan geologi dan sumber daya

mineral;

c. Mengatur kegiatan geologi dan sumber daya mineral;

(3)



Membimbing teknis pelaksanaan geologi dan sumber

daya mineral;

Mengevaluasi pelaksanaan program geologi dan

sumber daYa mineral;

Memberikan pertimbangan teknis kepada Kepala

birr** berhubungan dengan Pertambangan Bidang

Geologi dan Sumber DaYa Mineral;

Melaksanakan analisis dan mengembangkan kinerja

bidang;

Memberikan penilaian prestasi kerja bawahan; dan

Melaporkan kegiatan bidang kepada kepala dinas;

dan

Pelaksanaan tugas lainnya sesuai arahan dari

pimpinan.

Pasal 11

Kepala Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral

membawahkan :

(1) Seksi Geologi dan Tata Lingkungan

(2) Seksi dan Sumber DaYa Mineral

d.

e.

f.

h.

i.

C
b'

J.

Paragraf 1

SEKSI GEOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN

Pasal 12

(1) Kepala Seksi Geologi dan Tata Lingkungan mempunyai
'-' irgu., membantu liepala Bidang dalam melaksanakan

keliatan tentang geologi dan tata lingkungan'

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana. dimaksud pada, 
ayat (1), Kepala Seksi Geotogi dan Tata

Lingkunganmenyelenggarakan fungsi :

a,Penyusunankebijakanteknisbidanggeologidantata
lingkungan;

b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang geologi

dan tata lingkungan;

c. Pembinaan, P€f,gkoordinasian, pengendalian'

pengawa"*rrptogt.*d"ttkegiatankepalaseksidan
p.3.Uat ,ron Lt rft rral dalam lingkup bidang geologi

dan tata lingkungan;

d. Penyelen ggaraarl evaluasi prog'am 
- 9* kegiatan

kepala 
"*?"i 

dan pejabat non stuktural dalam lingkup
bidang geologi dan tata lingkungan;

(3) Untuk melaksanakan fungsi sebaga"imana dimaksud

dalam ayat {2l1, Kepala Seksi Geologi dan Tata

Lingkungan memiliki uraian tugas :

a. Merencanakan kegiatan geologi dan sumber daya

mineral;



(1)

(2)

b.Mengarahkanpelaksanaangeologidansumberdaya
mineral;

c. Mengatur kegiatan geologi dan sumber daya mineral;

d.Membimbingtehnispelaksanaangeologidansumber
daya mineral;

e. Mengevaluasi pelaksanaan program geologi dan

sumber daYa mineral;

f. Memberikan pertimbangan teknis kepada Kepala

Dinas berhublngan dengan Pertambangan Bidang

Geologi dan Sumber DaYa Mineral;

g. Melaksanakan analisis dan mengembangkan kinerja
bidang;

h. Memberikan penilaian prestasi kerja bawahan;

i. Melaporkan kegiatan bidang kepada kepala dinas;

dan
j. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai arahan dari

pimpinan.

Paragraf 2
SEKSI SUMBER DAYA MINERAL

Pasal 13

KepalaSeksiSumberDayaMineralmembantuKepala
Bidang dalam melaksan"ktt kegiatan tentang sumber

daya mineral;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kepala Setcsi Sumber Daya Mineral

menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program dan kegiatan seksi;

b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi;

c. Pembinaan, pengkoord'inasian, pengendalian'
pengawa""r, ptog.** dr,t kegiatan lingkup seksi; dan

d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam

lingkup seksi.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud

dalam ayat {2\, Kepala SEt<si Sumber Daya Mineral

memiliki uraian tugas :

a. Pen5rusunan program dan kegiatan seksi;

b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi;

c. Pembinaan, Pengkoordinasian , pengendalian'

pengawasan ptogia* dan kegiatan pejabat non

stulitural dalam lingkuP seksi;

d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat

non stuktural dalam lingkuP seksi;

e.Melaksanakanpendataandaninventarisasipotensi
sumber daYa mineral;

f. Melaksanakan penyelidikan geokimia' geofisika'

geotehnik dan uji coba pertambangan;

(3)



Melaksanakan pemeriksaan laboratorium dan uji
kualitas bahan galian;

Melakukan peninjauan lapangan ke lokasi yang

terdapat indikasi keberadaan bahan galian;

Melaksanakan pencadangan wilayah dalam rangka
pengembangan sumber daya mineral/bahan galian

""urr.i 
dengan rencana tata.ntartg wilayah;

Membangun sistim informasi yang akurat tentang
potensi dan prospek sumber daya mineral;

Menyiapkan bahan pelaksanaan penyelidikan dan
pemetaan geologi untuk menginventarisasikan
potensi sumLerdaya mineral hingga menghasilkan
potensi cadangan tereka endapan bahan galiani

Memberikan sara.n-saran dan pertimbangan kepada

Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan

VanS perlu diambil dalam bidang tugasnya;

Memberikan penilaian prestasi kerja bawahan;

Menganalisis dan mengembangkan kinerja seksi;

Melaporkan kegiatan seksi kepada kepala bidang;

pelaksanaan tugas lainnya sesuai arahan dari
pimpinan.

Bagian Kelima
BIDANGBINAUSAHA/PERTAMBANGANUMUM,MIGAS

LISTRIK DAN ENERGI

Pasal 14

(1) Kepala Bidang Bina UsahalPertambangan Umum, Migas'

Listrik dan E}ergi mempunyai tugas membantu Kepala

Dinas dalam melaksanakan kegiatan Pertambangan

umum, migas, listrik dan energi;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat(1),KepalaBidangBinaUsaha/Pertambangan
u***, 

..Migas, 
Listrik dan Energi menyelenggarakan

fungsi :

a. Penyusunan kebijakan teknis bidang;

b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang;

c. Pembinaan, Peflgkoordinasian, pengendalian'
pengawa""tt progt^* d*,' kegiatan !9gd" seksi dan
pe;aUat non stuktural dalam lingkup bidang; dan

d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan
kepala "*k*i 

dan pejabat non stuktural dalam lingkup
bidang.

(3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud
dalam ayat {21, Kepala Bidang Bina usaha/Pertambangan
Umum, Mig**, l,isirit< dan Energi memiliki uraian tugas :

a.MerencanakankegiatanSeksiBinaUsaha/
pertambangan umum, migas, listrik dan energi;

h.

1.

J.

k.

m.

n.

o.

p.



Pasal 15

Kepala Bidang Bina Usaha/Pertambangan Umum' Migas'

Listrik dan energi membawahkan :

iii s"f.ti Bina 
"Usaha Pertzinan Pertambangan Umum dan

Migas
(2) Sefsi Bina Usaha Listrik dan Energi

Paragraf 1

SEKSIBINAUSAHAPERIZINANPERTAMBANGANUMUM
DAN MIGAS

Pasal 16

b. Mengarahkan pelaksanaan pengembal-gan Bina

Usalia/pertambangan LlmLlm, migas, listrik dan

energi;

c. Mengatur kegiatan pengembangan Bina Usaha/
pertimbangan- umlLm, listrik dan energi'

d. Membimbing teknis pelaksanaan pengembangan

seksi Bina Usaha/peitambangan umum' migas'

listrik dan energi;

e. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program

kerji lingkungan Bidang Bina usaha pertambangan

.rrri.r*, mig.*, listrik dan energi;

f. Mengevaluasi pelaksanakan program pengembangan

seksi Bina Usaha/pertambangan umtlm' migas'

listrik dan energi;

g. Memberikan pertimbangan teknis kepada Kepalae 
Dinas berhublngan dengan Pertambangan Umum'

Migas, Listrik dan energi;

h. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di

tingkat pusat, provinsi dan laporan yang berkaitan

deigan tiartrg tugasnya Bina usaha pertambangan

.r*rj*, Migas, Listrik dan Energi;

i. Memberikan penilaian prestasi kerja bawahan;

j. Menganalisis dan mengembangkan kinerja bidang;

k. Melaporkan kegiatan bidang kepada kepala dinas;

dan

1. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai arahan dari

pimpinan.

KepalaSeksiBinaUsahaPerizinanPertambanganUmum
dan Migas mempunyai tugas membantu Kepala Bidang

Pertambangan,*.r* dalam melaksanakan kegiatan

pengusahaan Pertambangan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kepala Setcsi Bina Usaha Petizinan

P"ertambangan Umum dan Migas menyelenggarakan

fungsi:

a. Penyusunan program dan kegiatan seksi;

(1)

{2}



b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi;

c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian'

pengawa*"r, ptogr,'* d*tt kegiatan lingkup seksi; dan

d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam

lingkuP seksi.

(3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud

dalam ayat (21, Kepala SEtcsi Bina Usaha Periztnan
pertambangan u*.r* dan Migas memiliki uraian tugas :

a. Menghimpun dan menyiapkan bahan-bahan secara

menleturutt untuk penyusunan rencana kegiatan

Bidang;

b.Menerima,mencatatmenginventarisir'menelitidan
merekapitulasi persyaratan administrasi dan teknis
p"r*otiorr*r, izin ulaha pertambangan umum dan

Migas;

c. Menyiapkan bahan perumusan rekomendasi

penetapan lokasi dan luas wiiayah' jangka waktu'

kapasiias dan kewajiban keuangan dalam rangka

penerbitan win;

d. Memfasilitasi dokumen draft Keputusan tentang

pemberia n izin usaha pertambangan tlmum' mineral

dan Migas;

e. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kgp-d"
Kepalaniau'''gtentanglangkah-langkahdantindakan
yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;

f.Membuatlaporanrealisasidanevaluasiterhadap
kegiatan usaha Pertambangan umum;

g. Membuat konsep pembinaan' pengembangan'

kemitraan, pemberdayaan, perjanjian antara
pemegan g izind"t ***y arakatl pengusaha setempat;

h. Memberikan penilaian prestasi kerja bawahan;

i. Menganalisa dan mengembangkan kinerja seksi;

j. Melaporkan kegiatan seksi kepada kepala bidang; dan

k. Peiaksanaan tugas lainnya sesuai arahan dari

pimPinan.

Paragtaf 2
SEKSI BINA USAHA LISTRIK DAN ENERGI

Pasal 17

Kepala Seksi Bina Usaha Listrik dan Energi mempunyai

ili;" membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan

kegiatan pengusahaan kelistrikan;

untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

"V"i tft, 
Kepala Seksi bi,'" Usaha Listrik dan Energi

menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program dan kegiatan seksi;

b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi;

(1)

(2\



c. Pembinaan, Peflgkoordinasian, pengendalian'
pengawasan progrr* d,'t' kegiatan lingkup seksi; dan

d.Pelaksanaanevaluasiprogramdankegiatandalam
lingkuP seksi.

(3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2\, Kepala Setsi Bina Usaha Listrik dan

Energimemiliki uraian tugas :

a.Melaksanakanpendataanusahadanproduksitenaga
listrik;

b.Melaksanakanbimbinganteknispengelolaandan
pengawasan usaha dan produksi tenaga listrik;

c.Memberikanpelayananperizinanusahadanproduksi
tenaga listrik;

d. Menghimpun dan men5rusun bahan penga\Masan

ketenagalistrikan dan energi;

e. Melakukan evaluasi terhadap pengawasan

ketenagalistrikan dan energi;

f. Melakukan pengelolaan dan pemanfaatan usaha dan
produksi tenaga listrik;

g.Mengembangkanusahadanproduksitenagalistrik;

h. Melakukan pemasaran dan promosi usaha serta

produksi tenaga listrlk;

i. Melakukan pemantauan, pengendalian' pengawasan

usaha dan Produksi tenaga listrik;

j. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan

instansi lain dalam melaksanakan pengawasan

ketenagalistrikan;

k. Memfasilitasi badan usaha, jasa penunjang, bidang

ketenagalistrikan;

1. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada

Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan
yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;

m.Memberikanpenilaianprestasikerjabawahan;
n.Menganalisadanmengembangkankinerjaseksi;
o.Melaporkankegiatanseksikepadakepalabidang;dan
p. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai arahan dari

pimpinan.

Bagian Kelima
BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

(1) Kepala Bidang Pembinaln {an Pengawasan mempunyai
'-' togru membirtu Kepala Dinas dalam melaksanakan

tcelatan di bidang pertambangan umum, Mineral' migas'

listrikdanenergisertapengelolaanlingkungandanK3;



{21 untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan

menyelenggarakan fungsi :

a. Pen)rusunan program dan kegiatan seksi;

b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi;

c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian'

pengawasan ptogt.* dan kegiatan pejabat non

stuktural dalam lingkuP seksi;

d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat

non stuktural dalam lingkuP seksi

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud

dalam ayat l2l, Kepala Bidang Pembinaan dan

Pengawasan memiliki uraian tugas :

a. Merencanakan kegiatan seksi Pengawasan

Pertambangan Umum, Mineral dan Batubara serta

Seksi Pengawasan dan Pengelolaan Lingkungan dan

K3;

b. Mengarahkan pelaksanaan pengembangan

Pertambangan Umrim, Mineral, mige's' -listrik dan

energi serta Pengelolaan Lingkungan dan K3;

c. Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan dan

Kesehatan Kerja, Lingkungan Pertambangal

termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasr

dan p"ningkatan nilai tambah terhadap usqha

pertamba"gL mineral, Mineral, migas' listrik dan

lnergi di wilayah Kabupaten Katingan;

d. Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Izin Usaha

Pertambangan(IUP)secaraadministrasidanteknis
dalam wilaYah KabuPaten Katingan;

e. Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan -izin usaha

pertambangan Umrim, Mineial, migas' listrik dan

energi .rrirt op"t**i produksi yang berdampak

lingkungan langsung dalam wilayah Kabupaten

Katingan;

f. Melaksanakan pengecekan lokasi sampai gudang atas

permohonan keterangan asal barang dan membuat

berita acara pemeriksaan lapangan yang dilengkapi

dengan dokumentasi / foto ;

g. Pengelolaan, pembinae'n dan pengawasano 
peh'i<.sanaan izin' usaha jasa pertambangan mineral,

batubara dalam t*t'gk" pen'anaman modal'

menertibkanpenerimaann.gat.{Landren,royalty)di
wilaYah KabuPaten Katingan;

h. Memberikan penilaian prestasi kerja bawahan;

i. Menganalisis dan mengembangkan kinerja Bidang;

j. Melaporkan kegiatan Bidang kepada Kepala Dinas;

dan

k. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai arahan dari
pimpinan.

(3)



Pasal 19

Kepala Bidang Pembinaan dan

membawahkan :

Pengawasan

(1)SeksiPembinaandanPenga:rrasanPertambangan
Umum Mineral, Migas, Listrik dan Energi

(2) Seksi Pembinaan dan Pengawasan dan Pengelolaan

Lingkungan dan K3

Paragraf 1

SEKSIPEMBINAANDANPENGAWASANPERTAMBANGAN
UMUM MINERAL, MIGAS, LISTRIK DAN ENERGI

Pasal 20

(1) Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawl:an Pertambangan

Umum Mineral, Migas, Listrik dan Energr mempunyai

t gr* membaniu kepala bidang dalam melaksanakan

kefiatan pembinaan dan pengawasan Pertambangan

Urium Mineral, Migas, Listrik dan Energi'

(2)Untukmelaksanakantugassebagaimanadimaksudpada' ' ayat (1), Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan

Pertambang,,,U*.,mMineral,Migas,ListrikdanEnergi
menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunarl program dan kegiatan seksi;

b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi;

c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian'
pengawasan progru-* d*" kegiatan lingkup seksi; dan

d.Pelaksanaanevaluasiprogramdankegiatandalam
lingkuP seksi.

(3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2\, Kepala Bidang Pembinaan dan

PengawasanPertambanganUmumMineral'Migas'Listrik
dan Energi memiliki uraian tugas :

a. Merencanakan pelaksanaan kegiatan pengawasan

pertambanganUm,*,Mineral,Migas'Listrikdan
energi;

b.Melaksanakanmonitoringdanevaluasiterhadap
pelaksanaan program kegiatan pengawasan

pertambangan U*,,*, Mineral, Migas' Listrik dan

Lnergi secaia administrasi dan teknis;

c. Menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan'
pelapoian kegiatan penertiban kegiatan

Pertambangan T anPa lzin;

d.Menyiapkanbahanperumusanrekomendasijenis
sangsi terhadap pelanggaran usaha pertambangan

Umum, Mineral, Migas, Listrik dan energi;

e.MemberikanpertimbanganteknisdanMenyiapkan
bahan penglsahan Kepala Teknik Tambang'
penerbitan K"artu lzir- Meledak (KIM), rekomendasi
penggunaan bahan peledak {PZl lzin -pengoferasian
p"t"t^t*tt dan pengesahan Kepala Teknik Tambang

(Krr);



Melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengawasa-tl

pertambangan Umum, Mineral, Migas, Listrik dan

energi;

Memberikan penilaian prestasi kerja bawahan;

Menganalisa dan mengembangkan kineda seksi;

Melaporkan kegiatan seksi kepada kepala bidang; dan

Pelaksanaan tugas lainnya sesuai arahan dari

pimpinan.

Paragraf 2

SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN K3

Pasal 21

(1) Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan dan

Pengelolaan Lingkungan. dan K3 mempunyai

irg;u*"*bantu flpafa Bidang dalam- melaksanakan

kegiatan pengawasan lingkungan dan K3 pertambangan

umum;

(2)Untukmelaksanakantugassebagaimanadimaksudpada* ' *y*t (f), Kepala Seksi iembinaan dan Pengawasan dan

Pengeiolaan 
^ Lingkungan dan K3 menyelenggarakan

fungsi :

a. Penyusunan program dan kegiatan seksi;

b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi;

c. Pembinaan, pengkoordinasian' pengendalian'

pengawasan progr"* dttt kegiatan lingkup seksi; dan

d.Pelaksanaanevaluasiprogramdankegiatandalam
lingkuP seksi.

(3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud

dalam ayat {21, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan

J., fengelolaan iingkungan dan K3 memiliki uraian

tugas :

a.Melaksanakanpembinaandanpengawasanterhadap
pengelolaan K3 dan lingkungan di Bidang

Pertambangan Umum;

b. Mensosialisasikan dan bimbingan terhadap peraturan

yang terkait dengan pengelolaan K3 dan Lingkungan;

c. Mengevaluasi/verifikasi terhadap pelaporan

p"rrgltot"an K3, statistik kecelakaan tambang' dan

Lirgt rrttg.n Bidang Pertambangan Umum;

d.Melaksanakanmonitoringevaluasiterhadapkegiatan
reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha

Pertambangan umum;

e. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada

KepalaBidangtentanglangkah-langkahdantindakan
yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;

f. Memberikan penilaian prestasi kerja bawahan;

c,b'

h.

i.

j.



h.

Menyampaikan hasil laPoran
pimpinan; dan

Pelaksanaan tugas lainnYa
pimpinan.

pengawasan kePada

sesuai arahan dari

sebagaimana dimaksud
berdasarkan kebutuhan

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas

melaksanakansebagiantugasd'inassesuaibidangkeahlian
dan kebutuhan.

Pasal 23

(L) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

pasal L7, t"taiti aari sijumlah tenaga dalam jenjang

jabatan fungsional-- yang terbagi kelompok sesuai

dengan bidang keahliannYa;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksudt ' pasal 
'18 

"V"t 
(1), dipimpin 91"1 seorang Tenaga

Fungsion"f fii*" y*ttg aitun3ut< dan bertanggung jawab

kepada KePala Dinas;

(3) KelomPok Jabatan Fungsional' pasal 18 aYat (2), ditentukan
dan beban kerja;

(4) Jenis Kelompok -JabatlL 
Fungsional sebagaimana

dimaksud pa'sal 18ayat (3), sesuai {"t$T ketentuan

peraturan perundanglundangan yang berlaku'

BAB V
TATA KERJA

Pasal 24

(1) Dalam pelaksanaan tugas Kepala !ina9' Sekretaris'
'^' K;;; f,ia""g, Keqala Srrb Baglan' Kepala Seksi serta

pemegang ;"b7t^t, Fungsionat wa3iU menerapkan prinsip

i.oordlrraii, i.rtegrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara

vertikal dan hJrizontal taik dalam lingkungan dinas

maupininstansilainsesuaidengantugaspokokmasing-
masing;

{21 Para pelaksana di lingkungan Dinas Pertambangan dan

Energi a"f"* *"t*t**ttakan tugasnya selalu

*"*[".natikan ketentuan d"an peraturan perundang-

undangan ,""* berlaku dan bertattggung jawab kepada

atasan masini-masing serta menyampaikan laporan

tepat waktu.



BAB VI
KETEN?UAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati

Katingan Nomor 26 fahun 2OOg tentang TUgas Pokok dan Fungsi Dinas

pertambangan d"" Energi Kabupaftn 
-Katingan (Berita Daerah

Kabupaten Katingan Tahuri 2OOg Nomor 26) dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.

Pasal21

peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Katingan.

Ditetankan di Kasongan
padatangg"l, lE-h-7o$

H. AHMAD YANTENGLIE

x#XiffiExiil tf:rffi,o
S DAERAH KABUPATEN KATINGAN,

NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2AL6 NOMOR 272


